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ABSTRAK 

KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM 

SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA 

Oleh : 

Annisa Eriyanti 

 

Reformasi politik di Indonesia pada tahun 1998 diikuti dengan perubahan 

UUD Negara Republik Indonesia 1945 amandemen I-IV, yang diikuti dengan 

perubahan sistem ketatatanegaraan RI. Pasca perubahan UUD 1945, dengan 

melihat pada UUD 1945 dan UU No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan 

DPRD, dalam konteks kelembagaan sebenarnya sistem perwakilan Indonesia terdiri 

dari dua lembaga, yaitu DPR dan DPD. 

Sebagaimana lembaga perwakilan baru dalam sistem ketatatnegaraan di 

Indonesia, sulit untuk memahami argumen mengenai peran ideal DPD dalam 

kedudukannya, terutama dibidang proses legislasi karena DPD memang jauh dari 

ideal lembaga perwakilan. Hasil amandemen UUD 1945 belum menerapkan 

bikameral, karena DPD tidak mempunyai fungsi-fungsi lembaga perwakilan, yaitu 

legislasi, pengawasan, dan anggaran. Sedangkan keseluruhan pengambilan 

keputusan dilakukan oleh DPR. 

Dengan lemahnya kedudukan dan peran DPD dalam pembuatan undang- 

undang, maka tidak dapat dipungkiri dan sulit diharapkan DPD mampu mengemban 

fungsi legislasi untuk kepentingan daerh. Hal ini dapat menimbulkan akibat yang 

kurang menguntungkan bagi daerah-daerah, sebab keterbatasan wewenang DPD 

dalam pembuatan undang-undang yang mana sebatas hanya dalam mengajukan 

rancangan undang-undang tertentu kepada DPR sebagai pemegang kekuasaan 

membentuk undang-undang untuk dibahas dan disetujui bersama Presiden, 

sedangkan DPD hanya ikut memberkan dan mengajukan rancangan undang-undang 

tersebut, tetapi tidak ikut menyetujui rancangan undang-undang tersebut menjadi 

undang-undang. 

 

Kata kunci : Fungsi, Wewenang DPD, dan Sistem Ketatanegraan Republik 

Indonesia 
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A. Latar Belakang 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga negara yang diakui 

secara konstitusional mewakili aspirasi serta kepentingan daerah terutama 

dalam pengambilan keputusan tingkat nasional. Amanah Undang-Undang 

Dasar 1945 (Amandemen IV) tersebut sekaligus menegaskan bahwa DPD 

memiliki kedudukan sebagai lembaga perwakilan bersama yang mempunyai 

fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. 

Jika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan 

politik yang anggota-anggotanya berasal dari partai politik, maka DPD 

merupakan lembaga perwakilan kewilayahan/kedaerahan yang anggota- 

anggotanya adalah perseorangan. Tugas, fungsi, dan wewenang DPD sangat 

terkait erat dengan memperjuangkan dan memadukan aspirasi, kepentingan, 

dan keberadaan wilayah-wilayah/daerah-daerah yang demikian banyak dan 

beragam di Indonesia dengan tetap menjaga dan menjunjung Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.1
 

Gagasan pembentukan lembaga yang mempunyai peran mewakili 

daerah di parlemen nasional seperti Dewan Perwakilan Daerah, sebenarnya 

sudah terpikirkan sejak sebelum masa kemerdekaan. Gagasan tersebut 

dikemukakan oleh Moh. Yamin dalam rapat perumusan UUD 1945 oleh Badan 

Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). 

 
1Sekretariat Jendral MPR kerjasama dengan UNDP (Unted Nations Development 

Programme), 2003, DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 5. 
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Berdasar sejarahnya, lembaga perwakilan daerah di Indonesia telah ada 

sejak sebelum kemerdekaan. Lembaga perwakilan tersebut mengalami berbagai 

persoalan. Salah satunya berdasarkan pendapat Tambunan. Persoalan utama 

yang ada pada lembaga tersebut adalah tidak pernah hadirnya lembaga 

perwakilan yang mampu menyuarakan kepentingan-kepentingan daerah di 

tingkat nasional.2 

Pada awal era reformasi, mulai muncul wacana perlunya lembaga 

perwakilan yang mewakili wilayah di tingkat pusat untuk melengkapi lembaga 

perwakilan yang mewakili aspirasi dan paham politik (DPR) dalam struktur 

ketatanegaraan kita. Wacana ini muncul sebagai respon atas pengalaman pada 

pemerintahan sebelumnya dimana hubungan pusat dan daerah tidak harmonis 

dan pemerintahan dijalankan secara sentralistik. Keragaman dan ciri khas 

daerah tidak mendapat ruang memadai untuk hidup dan berkembang karena 

pada era tersebut yang diutamakan dan dipentingkan adalah persatuan dan 

kesatuan.3 

Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah juga tidak terlepas dari berbagai 

latar belakang persoalan-persoalan lembaga-lembaga negara di Indonesia. 

Adanya persoalan-persoalan pada lembaga negara ini dimaksudkan agar 

nantinya mendapatkan sistem kelembagaan politik, yang sesuai dengankondisi 

 

 

 

 

 
 

2Tambunan ASS, 2003, MPR Perkembangan dan Pertumbuhan : Suatu Pengamatan 

dan Analitis,Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 46. 
3Patrialis Akbar, 2013, Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945, 

Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 67. 
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masyarakat Indonesia. Oleh karena itu ada beberapa faktor yang menjadi latar 

belakang berdirinya DPD.4
 

Salah satunya seperti yang dikemukakan oleh Hasyim Asy’ari: 

 

Keberadaan lembaga perwakilan rakyat tidak terlepas dari aspek historis 

suatu bangsa. Demikian juga sistem perwakilan yang dianut juga sangat 

dipengaruhi oleh kondisi sosial politik yang melatar belakangi pembentukan 

perwakilan rakyat tersebut.5 

Adapun fungsi DPD seperti yang diamanahkan UUD NRI 1945 adalah 

pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang 

berkaitan dengan bidang legislasi tertentu sesuai dengan Pasal 22 D ayat (2). 

Fungsi kedua yakni pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu 

sesuai dengan Pasal 22 D ayat (3). 

Sedangkan tugas dan wewenang DPD adalah sebagai berikut : 

 

1. DPD dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi 

daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, 

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 

ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat 

dan daerah 

2. DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, 

hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, penggabungan 

 
4https://media.neliti.com/media/publications/109839-ID-peran-anggota-dewan- 

perwakilan-daerah-re.pdf,Peran Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalsm 

Rangka Menyerap Aspirasi Daerah, diakses, tanggal 20 Oktober 2018, pukul 15.35. 
5Hasyim Asy’ari, 2006, Kedudukan dan Peran DPD dalam Sistem Ketatanegaraan 

Indonesia, Makalah dalam Semiloka “Optimalisasi Fungsi dan Kedudukan DPD RI secara 
Kelembagaan”, diselenggarakan di Semarang, hlm. 14 

https://media.neliti.com/media/publications/109839-ID-peran-anggota-dewan-perwakilan-daerah-re.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/109839-ID-peran-anggota-dewan-perwakilan-daerah-re.pdf


4 
 

 

 

 

 

 

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 

serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang 

diajukan DPR maupun oleh pemerintah. 

3. DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN, RUU yang 

berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama 

4. DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota 

BPK 

5. DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang 

otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, 

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 

ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat 

dan daerah, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama 

6. DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPL untuk 

dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang 

berkaitan dengan APBN. 

Sebagai lembaga negara yang baru, Dewan Perwakilan Daerah 

seharusnya mampu memberikan solusi terhadap sistem ketatanegaraan di 

Indonesia serta menjembatani perannya sebagai lembaga perwakilan daerah. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

tertarik mengkaji masalah tersebut sebagai topik dalam skripsi penulis 

mengenai: 

KEDUDUKAN LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN DAERAH 

DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA” 
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B. Permasalahan 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diuraikan yang menjadi 

permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kedudukan Dewan Perwakilan Daerah di bidang legislatif 

dalam ketatanegaraan Indonesia? 

2. Apakah fungsi Dewan Perwakilan Daerah sudah berjalan sesuai sistem 

ketatanegaraan di Indonesia? 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian 

Ruang Lingkup 

Sejalan dengan objek yang diteliti dan untuk membatasi permasalahan 

yang akan dibahas, maka ruang lingkup penelitian ini dititik beratkan pada 

pengkajian kedudukan dan peran Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga 

legislasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 

Tujuan Penelitian 

 

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan kedudukan lembaga Dewan 

Perwakilan Daerah sebagai lembaga legislatif. 

2. Untuk mengkaji secara objektif mengenai implementasi fungsi Dewan 

Perwakilan Daerah menurut ketatanegaraan Indonesia 
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D. Kerangka Konseptual 

 

Dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa: 

Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang 

menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus 

yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. 

Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini 

dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat 

diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. Definisi operasional 

mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga 

data yang diambil akan lebih terfokus.6
 

Untuk memahami dan memperjelas uraian serta bahasan serta 

kandungan judul ini terhadap ruang lingkup penelitian, maka diperlukan 

penjelasan dan pengertian kata, beberapa yang harus diuraikan yaitu: 

1. Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama 

berdasarkan sifat atau pelaksanaannya. 

2. Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari 

setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. 

3. Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia menurut UUD 1945 tidak 

menganut suatu sistem negara manapun, tetapi adalah suatu sistem khas 

menurut kepribadian bangsa Indonesia. Namun, sistem ketatanegaraan 

 

 
 

6Fakultas HukumUniversitas Muhammadiyah Palembang, 2015, 

BukuPedomanSkripsi, Fakultas Hukum, Palembang, hlm. 5. 
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Indonesia tidak terlepas dari ajaran Trias Politica yang mengenai pemisahan 

kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. 

E. Metode Penelitian 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif.Sebab penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 

atau data sekunder.7
 

1. Jenis dan sifat penelitian 

 

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini 

tergolong penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif dengan 

menggambarkan bagaimana fungsi dan kedudukan Dewan Perwakilan 

Daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, sehingga tidak 

menguji hipotesa. 

2. Jenis data 

 

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder yaitu mencakup 

dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud 

laporan, dan sebagainya.8
 

3. Teknik pengumpulan data 

 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian Kepustakaan 

(Library Research).Penelitian kepustakaan yaitu melakukan pengkajian 

tehadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang- 

 

7Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif Suatu 

Tinjauan Singkat, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 13. 
8Amiruddin, Zainal Asikin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, hlm. 31. 
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undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, 

makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan 

hukum tertier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus 

Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, dan statistik) yang relevan 

dengan permasalahan penelitian ini. 

4. Teknik pengolahan data 

 

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data 

yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara 

kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. 

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif analis karena bertujuan memberikan gambaran secara menyeluruh 

dan mendalam tentang suatu keadaan yang diteliti serta menganalisis mengenai 

fungsi dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah. 

F. Sistematika Penulisan 

 

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 

(empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

 

Yang menguraikan latar belakang permasalahan, ruang lingkup dan 

tujuan, definisi operasional, metodologi penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

 

Yang berisi pemaparan tentangkerangka teori yang erat kaitannya 

dengan permasalahan yang akan dibahas. 
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BAB III Pembahasan 

 

Yang berisikan tentang penjelasan mengenai kedudukan dan fungsi 

lembaga DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 

BAB IV Penutup 

 

Pada Bab ini, penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang 

dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran. 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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